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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil

Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987.

Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang

belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke

dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus

Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah

sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab

dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan

dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi

dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan
ا Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
ب Ba B Be
ت Ta T Te
ث Sa ṡ es (dengan titik di atas)
ج Jim J Je
ح Ha ḥ ha (dengan titik di bawah)
خ Kha Kh ka dan ha
د Dal D De
ذ Zal Z zet (dengan titik di atas
ر Ra R Er
ز Zai Z Zet
س Sin S Es
ش Syin Sy es dan ye
ص Sad ṣ es (dengan titik di bawah)
ض Dad ḍ de (dengan titik di bawah)
ط Ta ṭ te (dengan titik di bawah)
ظ Za ẓ zet (dengan titik di bawah)
ع ‘ain ’ koma terbalik (di atas)
غ Ghain G Ge
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ف Fa F Ef
ق Qaf Q Qi
ك Kaf K Ka
ل Lam L El
م Mim M Em
ن Nun N En
و Wau W We
ه Ha H Ha
ء Hamzah ` Apostrof
ي Ya Y Ye

2. Vokal

Vokal Tunggal Vokal rangkap Vokal Panjang
أ = a آ = ā
إ = i أي =  ai إي = ī
أ = u أو = au أو = ū

3. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جمیلة ditulis mar’atun jamīlah

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فا طمة ditulis fātimah

4. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang

diberi tanda syaddad tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis rabbanā

البر ditulis al-barr
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5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditrasnsliterasikan

sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan

huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس ditulis asy-syamsu

الرجل ditulis ar-rojulu

السیدة ditulis as-sayyidinah

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan

dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan

dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر ditulis al-qamar

البدیع ditulis al-badi’

الجلا ل ditulis al-jalāl

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi,

jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, hurus hamzah itu

ditransliterasikan dengan apostrof /`/.

Contoh:

أمرت ditulis umirtu

شيء ditulis syai’un
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ABSTRAK

Dini, Arganing Tyas. 2023. Tanggung Jawab Negara Dalam Kasus Kebakaran
Hutan di Kalimantan Tengah Sebagai Perwujudan Negara Hukum Dan Negara
Kesejahteraan. Skripsi. Program Studi/Fakultas : Hukum Tata Negara/Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dosen
Pembimbing : Dr. Trianah Sofiani, SH., MH.
Kata Kunci: Tanggung Jawab, Kebakaran Hutan, Negara Kesejahteraan

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kebakaran hutan di Kalimantan

Tengah yang semakin parah. Kerugian yang dialami masyarakat lokal sebagai

akibat kebakaran hutan membuat konsep pertanggung jawaban negara kembali

dipertanyakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa adanya tindakan

yang belum dilakasanakan oleh pemerintah terhadap kebakaran hutan yang

menjadikan hak konstitusional berdampak bagi warga negara. Karena itu, penelitian

ini membahas mengenai tanggung jawab negara dalam kebakaran hutan di

Kalimantan Tengah sebagai perwujudan negara hukum dan negara kesejahteraan.

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah: Bagaimana

implementasi tanggung jawab pemerintah didalam menangani kebakaran hutan di

Kalimantan Tengah? Bagaimana implikasinya terhadap hak konstitusional warga

negara atas adanya negara abai dalam kebakaran hutan di Kalimantan Tengah?

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute

approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) dengan jenis

penelitian yuridis normatif. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi

dokumentasi dengan inventarisir peraturan perundang-undangan. Teknik analisis

bahan hukum menggunakan analisis preskriptif-analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi tanggung jawab negara
dalam menangani kebakaran hutan di Kalimantan Tengah yaitu kurang maksimal
yang harus dilakukan, seperti pada kelalaian pemerintah terkait dalam menjalankan
tugasnya melakukan tindakan pengendalian, pencegahan secara serius, dan tidak
terpenuhinya hak konstitusional masyarakat Kalimantan Tengah. Islam itu pada
satu sisinya dalam meningkatkan kesejahteraan, menambahkan dimensi Rohani
pada kegiatan ekonomi. Kemudian agar para ulama, para ustadz juga ustadzah serta
sarjana agama untuk menyebarluaskan ajaran tentang pelestarian lingkungan dalam
Islam untuk membangun budaya hukum dan kesadaran lingkungan yang baik
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara kesejahteraan, dimana hal ini sudah

tertuang dalam pembukaan alinea IV Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia tahun 1945, yang menyatakan bahwa sebuah pemerintahan Negara

Republik Indonesia memiliki tanggung jawab melindungi segenap bangsa

Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, lalu mencerdaskan kehidupan

bangsa dan mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia.1 Dengan

adanya dasar tersebut negara dituntut untuk bertanggung jawab dalam

pemenuhan kebutuhan dasar hidup serta jaminan perlindungan terjadinya

peristiwa kebakaran hutan di Kalimantan Tengah, untuk memberikan

perlindungan bagi setiap warga negara untuk mewujudkan bahwa Indonesia

adalah negara hukum kesejahteraan.2

Kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia sering terjadi setiap tahunnya,

salah satu provinsi yang parah yaitu provinsi Kalimantan Tengah. Bisa dilihat

pada tahun 2019 luas kebakaran hutannya mencapai 317,749 hektar, pada 2020

sebesar 7.681 hektar, lalu pada tahun 2021 di kabupaten/kota di Kalimantan

Tengah yaitu di Barito Selatan 19,75 hektar, Barito Timur 5 hektar, Barito Utara

52,52 hektar, Gunung Mas 0,7 hektar, Kapuas 3 hektar, Katingan 34,19 hektar,

Kotawaringin Barat 128,9 hektar, Kotawaringin Timur 48,83 hektar, Lamandau

1 Lihat pembukaan Alinea IV Undang-undang Dasar 1945.
2 Noor Rahmini, dkk, Dampak Ekonomi Karhutla di Provinsi Kalimantan Selatan, prosiding

seminar nasional lingkungan, vol. 6 no. 1 April 2021.
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17,41 hektar, Murung Raya 66,69 hektar, Seruyan 13,8 hektar, Sukamara 183,66

hektar. Sehingga total jumlah luas kebakaran hutan pada 1 Januari sampai 21

Oktober tahun 2021 di Kalimantan Tengah sebesar 642,84 hektar. sedangkan

pada tahun 2022 sendiri terdapat beberapa banyak tempat yang berisiko

terjadinya kebakaran hutan, dan yang sudah terjadi diantaranya pada desa

Gunung Timang, kabupaten Barito Utara pada tanggal 1 januari 2022 pukul

14.20 wib dengan luas yang terbakar 2 hektar. Kemudian di desa Dehes,

kecamatan Sanaman Mantikel pada 16 Mei 2022 dengan luas yang terbakar.

Lalu di jalan Karya Hapakat, desa Petuk Ketipung, kecamatan Jekan Raya,

Palangkaraya pada 28 Agustus 2022 pukul 10.30 wib seluas setengah hektar, dan

di desa Natai Sedawak, kabupaten Sukamara pada tanggal 18 Agustus 2022

sekitar luas yang terbakar 7,5 hektar. Kebakaran hutan tersebut tentunya terjadi

dengan sengaja atau kelalaian manusia maupun karena peristiwa alam semesta.

Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah pada tahun 2019 sendiri, terdapat

perusahaan dengan sengaja membakar hutan untuk kepentingan bisnisnya.3

Terdapat beberapa perusahaan dibalik terjadinya kebakaran hutan di Kalimantan

Tengah. 87 perusahaan sebagai tersangka diantaranya yaitu PT IFP namun

kasusnya tidak jelas. Lalu 4 perusahaan sudah disidik oleh pihak kepolisian

diantaranya yaitu PT Gawi Bahandep Sawit Mekar (GBSM) di kabupaten

seruyan, PT Palmindo Gemilang Kencana (PGK) di kota palangkaraya, PT

Kapuas Sawit Sejahtera (KSS) di kabupaten Kapuas adapun tanaman yang rusak

3 Maria Sumardjono, Konflik Agraria Tak Kunjung Usai, Kompas, 2021. Diakses dari
https://www.kompas.id/baca/opini/2021/02/23/konflik-agraria-tak-kunjung-usai (29 Juni 2022,
15:01)



3

sebanyak sekitar 400 pohon, PT Arjuna Utama Sawit (AUS) di Katingan dengan

luas yang terbakar 970 Ha, PT Kumai Sentosa di kabupaten Kotawaringin Barat

dengan luas yang terbakar 3.000 Ha, namun kasus kebakaran hutan korporasi ini

tidak semuanya jelas jejak penanganan kasusnya.  Sedangkan di tahun 2022 di

Kalimantan Tengah terdapat 12 laporan polisi dengan perincian luas area yang

terbakar 14,6405 Ha, dalam kasus ini sebanyak 12 orang sudah ditetapkan

menjadi tersangka perorangan.

Perusahaan di Kalimantan Tengah ini sudah bermasalah sejak lama,

diantaranya PT Arjuna Utama Sawit, yang berpusat di Singapura. Pada laporan

pemantauan kejahatan sektor kehutanan pada 2013 oleh Walhi Kalimantan

Tengah salah satu dari perusahaan yang beraktivitas tidak prosedural namun

tidak ada upaya penegakan hukum. Dan pada 2019 hingga kini disebutkan

bahwa perusahaan tersebut bermasalah tetapi tetap bisa beroperasi menyebabkan

kebakaran hutan pun terjadi berulang-ulang.4

Kasus kebakaran hutan di Kalimantan Tengah ini membuat warga negara

mengajukan gugatan, menggugat pemerintah dan menteri-menteri telah

melakukan perbuatan melawan hukum. Selaku penggugat, warga negara

menggunakan dasar gugatan pada Putusan Nomor 118/PDT.G/LH/2016/PN.Plk

merupakan gugatan yang diajukan dengan mekanisme gugatan warga negara,

hanya mencantumkan 4 macam gugatan perdata dalam sengketa lingkungan

hidup yaitu meliputi: hak gugat secara umum; hak gugat perwakilan kelompok;

4 Sapariah Saturi, Lahan Sawit Terbakar Hakim Putuskan Bayar Rp261 Miliar, Perusahaan
di Kalteng Ini Bermasalah Sejak Lama, terakhir akses pada (18.43) bisa dilihat pada :
https://www.google.com/amp/s/www.mongabay.co.id/2019/10/26/lahan-sawit-terbakar-hakim-
putuskan-bayar-rp261-miliar-perusahaan-di-kalteng-ini-bermasalah-sejak-lama/amp/
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hak gugat pemerintah atau pemerintah daerah; hak gugat organisasi lingkungan

hidup.5 Perkara ini dijelaskan para penggugat (beberapa warga negara Indonesia

yang merupakan penduduk Kota Palangka Raya melalui mekanisme gugatan

warga negara) menyatakan bahwa para tergugat (para penguasa dan petinggi

Negara Republik Indonesia),6 telah lalai dalam menjalankan tugas atau

mandatnya sebagai penguasa atau petinggi negara dalam kejadian kebakaran

hutan secara masif yang telah terjadi sejak tahun 1997 dan terakhir terjadi pada

tahun 2015, yang telah membuat kerugian baik secara material maupun

imaterial, termasuk adanya orang-orang sakit sampai korban jiwa akibat kabut

asap.7 Unsur kesalahan yang dilakukan oleh para tergugat dapat dinilai dari

kelalaian dalam melakukan tugas dan kewajiban yang diatur dalam peraturan

perundang-undangan seperti yang telah dipertimbangkan majelis hakim. Intinya

dalam putusan tersebut menyatakan telah dilakukannya perbuatan melawan

hukum dan masing-masing tergugat dihukum untuk bertanggung jawab sesuai

dengan kapasitas sebagai petinggi negara tentunya bukan dalam bentuk ganti

rugi.

Majelis hakim memutuskan menerima gugatan perbuatan melawan hukum

oleh pemerintah pada kasus kebakaran hutan dalam putusan Nomor

118/PDT.G/LH/2016/PN.Plk. Pasal 1366KUHPerdata menekankan pada

tindakan pasif yaitu pada kelalaian, majelis hakim dalam pertimbangannya

5 Aam Effendi, Penyelesaian Sengketa Lingkungan, Bandung, Mandar Maju, 2012. Hlm. 23.
6 https://nasional.kompas.com/read/2022/11/05/06251911/jokowi-ajukan-pk-usai-divonis-

melawan-hukum-dalamm-kasus-kebakaran-hutan-
di?jxconn=1*1l5u0d6*other_jxampid*YUs2QkVxUOT3B1bHIEY2x1b3VtYmFiTWZQeC1hX1k
kkkkweUwwRGFEZ1JibkxnYTBOWGpEc2VxU0xHQzlvYWFHNHJiZw (14.09)

7 Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya No. 118/Pdt.G/LH/2016/PN.Plk. Hlm. 20-23.
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menyatakan bahwa para tergugat telah lalai dalam menangani kasus kebakaran

hutan di Kalimantan Tengah. Kelalaian disini tidak melakukan suatu perbuatan

yang seharusnya dilakukan, dalam pertimbangannya majelis menyatakan bahwa

tergugat telah lalai karena melakukan tindakan pencegahan serta

penanggulangan kebakaran hutan di Kalimantan Tengah tidak secara optimal

dalam pelaksanaannya. Adanya keputusan tersebut pemerintah mengajukan

peninjauan kembali dengan diajukannya banding ke Pengadilan Tinggi Palangka

Raya, keputusa Nomor 36/PDT/2017/PT.Plk tetap menguatkan putusan

Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 118/PDT.G/LH/2016/PN.Plk. Alasan

dari putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya tersebut yakni pertimbangan oleh

Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang tepat dan benar, serta tidak ada hal-hal

baru yang perlu dipertimbangkan.8 Maka selanjutnya kasasi yang diajukan

pemerintah pun ditolak sebagaimana dalam putusan 3555 K/Pdt/2018 pada 16

Juli 2019.

Banyaknya kasus kebakaran hutan di Kalimantan Tengah dari tahun ke

tahun seharusnya mendorong pemerintah untuk memiliki pengaman hukum dan

kebijakan yang memadai untuk mengantisipasi kebakaran hutan yang ada di

Indonesia termasuk di Kalimantan Tengah sebab hutan memiliki peranan yang

besar dalam pemenuhan kebutuhan subsisten bagi masyarakat lokal ataupun

kelestarian ekosistem.9 Belum adanya aturan-aturan hukum tersebut, maka

sangat diperlukan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan selain

itu untuk memberikan efek jera juga untuk mengganti segala kerugian yang

8 Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 36/PDT/2017/PT.Plk, hlm. 11.
9 Kontributor. “Sinyal Kuat Potensi Kahutla”. 2021. Kompas. 23 Februari 2021.
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muncul akibat pembakaran hutan,10 supaya pelaku mendapat sanksi tidak hanya

diadili saja. Hal ini pemerintah hanya beranggapan kebakaran hutan hanya

bencana alam semesta dengan melakukan penanggulangan-penanggulangan

kebakaran hutan saja tanpa adanya mengeluarkan peraturan-peraturan hukum,

sehingga kejadian pembakaran hutan yang dilakukan perusahaan untuk

kepentingan bisnis terjadi terus-menerus.

Kebakaran hutan yang terjadi terus-menerus tentunya memberikan

dampak buruk bagi masyarakat lokal. Serta kesejahteraan masyarakat lokal

dengan terjadinya kebakaran hutan mengalami penurunan drastis. Dampak

terjadinya kebakaran hutan diantaranya yaitu menurunnya pendapatan

masyarakat lokal dikarenakan murahnya harga perumahan dan tanah yang

berada di sekitar daerah yang rawan kebakaran. Serta terhambatnya aktivitas

ekonomi masyarakat lokal, lalu banyaknya kabut asap menjadi meningkatnya

pengeluaran untuk membeli alat-alat kesehatan dikarenakan sesak nafas, kabut

asap yang banyak juga membuat jalur penerbangan terganggu dan pelayanan

publik terganggu serta pastinya menyebabkan polusi udara.11

Islam sebagai agama rahmatan lil-‘alamin sangat memperhatikan

penyelamatan dan pemeliharaan lingkungan serta melarang tindakan kerusakan

di muka bumi ini yang akibatnya dapat fatal bagi kehidupan manusia itu sendiri.

Hal tersebut dijelaskan dalam ayat Alquran tentang penyelamatan lingkungan,

10 M. Nurul Fajri, “Penindakan Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan dengan Pendekatan
Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, FH Universitas Andalas, vol. 2 no. 1,
Agustus 2016.

11 Noor Rahmini, dkk, Dampak Ekonomi Karhutla di Provinsi Kalimantan Selatan, prosiding
seminar nasional lingkungan, vol. 6 no. 1 April 2021.
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yakni dalam Al-Qur’an Surat Shad (38): 27-28 berikut ini yang menerangkan

bahwa Allah menciptakan bumi, langit dan di antara keduanya dengan baik.

Penciptaan alam semesta ini telah ciptakan sedemikian rupa agar manusia dapat

memanfaatkan dan menikmatinya secara maksimal. Hanya orang-orang yang

kufur (mengingkari) nikmat Allah sajalah yang berburuk sangka terhadap apa

yang diciptakan oleh Allah sehingga Allah marah dan menyumpah mereka

masuk ke dalam neraka. Sementara mereka yang beriman dan beramal saleh atau

orang-orang yang bertakwa akan diperlakukan secara berbeda dari mereka yang

kufur, mereka akan masuk surga yang nyaman, sebagai bentuk ke-Maha adilan

Allah.12

مَاءَ وَالأرْضَ وَمَا بیَْنھَُمَا باَطِلا ذَلكَِ ظنَُّ الَّذِینَ كَفرَُوا فوََیْلٌ للَِّذِینَ كَفرَُوا مِ  نَ النَّارِ وَمَا خَلقَْناَ السَّ

)27 ارِ أمَْ نجَْعَلُ الَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلُ  الحَِاتِ كَالْمُفْسِدِینَ فيِ الأرْضِ أمَْ نجَْعَلُ الْمُتَّقیِنَ كَالْفجَُّ وا الصَّ

”Dan Kami tidak menciptakan tangit dan bumi dan apa yang ada antara

keduanya tanpa hikmah. yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir,

Maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka.

Patutkah Kami menganggap orang-orang yang beriman mengerjakan amal

yang saleh sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi?

Patutkah Kami menganggap orang- orang yang bertakwa sama dengan orang-

orang yang berbuat maksiat?” (QS. Shad 27-28)

Allah telah menciptakan alam ini untuk kenyamanan dan kesejahteraan

manusia. Sehingga kita hendaknya beriman kepada Allah dan berbuat baik di

muka bumi ini, berbuat baik disini misalnya dengan menanam pohon dan tidak

12 https://swararahima.com/2018/08/13/ayat-ayat-alquran-tentang-penyelamatan-
lingkungan/
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rakus mengeksploitasi alam secara berlebihan. Masalah lingkungan hidup saat

ini banyak menuai perhatian masyarakat dunia karena alam ini semakin rusak,

semua ini berakibat fatal bagi keberlangsungan hidup kita dan seluruh makhluk

hidup lainnya di muka bumi ini. Sudah menjadi tanggung jawab kita bersama

terutama negara untuk menjaga, merawat dan melestarikannya. Janganlah saling

merugikan, Al-Qur’an Allah Swt telah memperingatkan kita untuk tidak

membuat kerusakan di atas muka bumi ini, firman Allah Swt. "Telah tampak

kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia,

supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan

mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)". (QS. 30 Ar Ruum: 41).

Secara jelas dalam ayat ini bahwa kerusakan yang terjadi di daratan dan di lautan

semua itu disebabkan oleh tangan manusia. Allah akan menimpakan akibat

buruknya kepada manusia agar manusia merasakannya, sebagai teguran agar

manusia kembali ke jalan yang benar.13

Berdasarkan uraian diatas, dalam hukum Islam memelihara lingkungan

termasuk hutan yang diajarkan Allah dalam firman- Nya QS. Al-Baqarah ayat

205, disebutkan merusak lingkungan menjadi salah satu sifat orang munafik.

لۡفسََادَ ٱلاَ یحُِبُّ ٱوَ لنَّسۡلَۚ ٱوَ لۡحَرۡثَ ٱلیِفُۡسِدَ فیِھاَ وَیھُۡلكَِ لأَۡرۡضِ ٱتوََلَّىٰ سَعَىٰ فيِ وَإذَِا

٢٠٥
Artinya: “Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk

mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman
dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan.”

13 Khusairozi, Tanggung Jawab Manusia Terhadap Kelestarian Alam Dalam Al-Qur’an”
https://tnbukitduabelas.id/konten/%E2%80%9Ctanggung-jawab-manusia-terhadap-

kelestarian-alam-dalam-al-qur%E2%80%99%E2%80%9D terakhir akses pada 25 Juli 2023, 12.39.
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Bahwa terlihat banyaknya kerusakan di bumi juga di lautan dan termasuk

dalam lingkungan hutan dikarenakan ulah tangan manusia, maka itu peneliti

sangat tertarik untuk membahas permasalahan ini dalam suatu bentuk tulisan

ilmiah berupa skripsi dengan judul “Tanggung Jawab Negara Dalam Kasus

Kebakaran Hutan Di Kalimantan Tengah Sebagai Perwujudan Negara Hukum

dan Negara Kesejahteraan”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi tanggung jawab pemerintah didalam menangani

kebakaran hutan di Kalimantan Tengah?

2. Bagaimana implikasinya terhadap hak konstitusional warga negara atas

adanya negara abai dalam kebakaran hutan di Kalimantan Tengah?

C. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan implementasi tanggung jawab pemerintah didalam menangani

kebakaran kebakaran hutan di Kalimantan Tengah.

2. Menelusuri implikasinya terhadap hak konstitusional warga negara atas

adanya negara yang abai terhadap kebakaran hutan di Kalimantan Tengah.

D. Manfaat Penelitian

Jika dalam tujuan penelitian ini tercapai, diharapkan penelitian ini dapat

bermanfaat secara teoritis ataupun secara praktis dengan penjelasan sebagai

berikut :

1. Secara Teoritis, penelitian ini mampu mengembangkan keilmuan dalam

bidang Hukum Tata Negara khususnya terkait negara hukum kesejahteraan,

sekaligus tentang tanggung jawab yang dilakukan negara terkait adanya
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kebakaran hutan, terlebih untuk menguak terjadinya korporasi kebakaran

hutan. Dengan penelitian ini juga dapat memberikan sumbangsih ilmu

pengetahuan baru bagi mahasiswa dan akademisi sehingga dapat

dikembangkan secara teknis.

2. Secara Praktis hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan

masukan diantaranya yaitu bagi pemerintah untuk pertimbangan

diperbaikinya tanggung jawab yang wajib dilakukan juga mengantisipasi

terjadinya kebakaran hutan, perusahaan-perusahaan yang terkait untuk lebih

menyadari bahwa tindakannya itu melanggar hak asasi manusia dan

merugikan, dan masyarakat untuk lebih ikut membantu dalam meminimalisir

kemungkinan-kemungkinan terjadinya kebakaran serta saling menghargai

dan menghormati hak-hak konstitusional orang lain.

E. Kerangka Teori

1. Teori Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia itu telah menjadi bahasan sehari-hari serta sudah

digunakan dengan baik dikalangan birokrasi, militer maupun dikalangan

masyarakat umum. Jimmly Asshidiqqie mengutarakan pendapat bahwa hak

asasi manusia yakni diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat

pada manusia karena hakikat dan kodrat kelahiran manusia itu yaitu hak-hak

untuk menikmati kebebasan dari segala bentuk perhambaan, penindasan,

perampasan, penganiayaan atau perlakuan apapun lainnya yang

menyebabkan manusia tak dapat hidup secara layak sebagai manusia.14

14 Jimmly Asshidiqqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi,: Mahkamah
konstitusi Press, Jakarta 2005, hlm. 243.
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Artinya seburuk apapun perlakuan yang telah dialami oleh manusia maupun

betapapun jahatnya perlakuan manusia, ia tidak akan pernah berhenti menjadi

manusia oleh karena itu tetap memiliki hak-hak tersebut.15

Pengakuan dan penjaminan HAM di Indonesia mulai berprogres pada

masa reformasi yang ditandai dengan adanya keinginan melakukan

amandemen UUD 1945 yang terealisasi dalam 4 tahap amandemen, utamanya

pada amandemen kedua yang secara signifikan membawa perubahan yang

berkemajuan terhadap persoalan perlindungan HAM, ditandai munculnya

bab baru yaitu Bab XA tentang Hak Asasi Manusia.16 Hak asasi manusia

dalam konstitusi sebuah negara memiliki arti dan peran yang penting dalam

rangka menciptakan keseimbangan antara penyelenggaraan kekuasaan dalam

negara dan melindungi hak-hak dasar warga negara.17 Salah satu fungsi

konstitusi adalah sebagai guardian of fundamental rights.18

John Locke menyatakan bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang

diberikan langsung oleh Tuhan sebagai hak kodrati. Oleh sebab itu, tidak ada

kekuasaan apapun di dunia ini yang dapat mencabutnya. Hak ini bersifat

sangatlah mendasar atau fundamental bagi hidup dan kehidupan manusia dan

merupakan hak kodrati yang tidak terlepas dari dan dalam kehidupan

15 Knut D, Asplund, Suparman Marzuki, dan Eko Riyadi, Hukum Hak Asasi Manusia,
Pusham UII, yogyakarta, 2008, Hlm, 11.

16 Yuli Asmara Triputra et al., “Politik Hukum HAM Di Indonesia,” Jurnal Disiplin 26, no.
17 (2020): 20.

17 Sri Soemantri, Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia, Alumni, Bandung, 1992, h.
74.

18 Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti, Konstitusi dan Hak Asasi Manusia, artikel dalam
Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3, Nomor 3, 2016, hlm. 456.
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manusia.19 Adapun suatu keharusan yang harus dilakukan oleh manusia

dalam memperoleh hak-haknya disebut dengan kewajiban asasi, atau sebuah

kewajiban yang harus dilakukan setelah mendapat hak asasi.20 Bicara tentang

hak, tidak akan terpisah dari kewajiban, hak selalu beriringan dengan

kewajiban-kewajiban. Kewajiban ialah suatu keharusan peranan terhadap

sesuatu tertentu yang disyaratkan hukum atau undang-undang, seperti

sebagaimana pasal 30 ayat (1) UUD 1945, yakni hak dan kewajiban warga

negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara.21 Sebagaimana pasal 1

angka 2 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa,

“Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak

dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi

manusia.”22

Dalam undang-undang nomor 39 tahun 1999 juga ditegaskan bahwa

terdapat jenis hak asasi manusia sebagai kewajiban negara dalam melakukan

perlindungan dan pemenuhan diantaranya yaitu:

a. Hak untuk hidup, yaitu untuk hidup meningkatkan taraf kehidupan, hak

untuk hidup tentram dan aman serta damai, adanya lingkungan hidup yang

layak.

b. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, yaitu hal ini berupaya untuk

membentuk suatu keluarga melalui sebuah pernikahan yang sah.

19 Masyhur Effendi. Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan
Internasional, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 3

20 Rizky Ariestandi Irmansyah, Hukum, Hak Asasi Manusia, Dan Demokrasi, Yogyakarta:
Graha Ilmu, 2013, hlm. 61-64.

21 Anis Widyawati, Hukum Pidana Internasional, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm.49-50.
22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 Angka 2.
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c. Hak mengembangkan diri, yaitu hak untuk pemenuhan hak-hak dasar, hak

pengembangan diri, dan hak atas informasi dan komunikasi.

d. Hak atas kebebasan pribadi, yaitu hak untuk bebas dari perbudakan, hak

perlindungan hukum, hak kebebasan memeluk agama dan keyakinan, hak

atas hukuman yang adil, kebebasan mengeluarkan pendapat, dan

kebebasan untuk bergerak.

e. Hak atas rasa aman, yaitu hak untuk perlindungan, dan perlindungan diri

pribadi.

f. Hak wanita, yaitu hak pengembangan pribadi dan persamaan hukum.

g. Hak anak yaitu hak hidup anak, status warga negara, perlindungan hukum,

dan hak jaminan sosial anak.

h. Hak atas kesejahteraan, yaitu hak milik, hak atas kerjaan, hak untuk

bertempat tinggal secara layak, jaminan sosial, perlindungan bagi

kelompok rentan.

Dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945 ditegaskan tujuan

pembentukan pemerintahan Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan

seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,

mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia

yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dasar untuk

mencapai tujuan ini adalah norma moral universal yaitu kemerdekaan,

perdamaian abadi dan keadilan sosial yang sangat sesuai dengan HAM.23 Hal

23 Yusril Ihza Mahendra, Dinamika Tata Negara Indonesia Kompilasi Aktual Masalah
Konstitusi Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian, Cetakan 1, Gema Insani Press, Jakarta , 1996,
hlm. 97-98.
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ini meskipun memiliki ruang lingkup yang berbeda, namun hak asasi manusia

dan hak konstitusional sama-sama memiliki fungsi substansi dan struktur.

Hak asasi manusia dalam konstitusi sebuah negara memiliki arti dan peran

yang penting dalam rangka menciptakan keseimbangan antara

penyelenggaraan kekuasaan dalam negara dan melindungi hak-hak dasar

warga negara.24

Untuk melindungi Hak-hak Asasi Manusia (HAM) negara harus

dibangun diatas prinsip negara hukum agar ada instrumen yang mengawasi

dan mengadili jika terjadi pelanggaran HAM dan untuk meletakkan rakyat

sebagai penentu dalam kehidupan bernegara. Sistem politik yang dibangun

adalah sistem yang demokratis, seperti hak untuk memilih, hak untuk dipilih

dan hak memberikan pendapat.25 Perlindungan terhadap hak asasi manusia

untuk menjaga keselamatan manusia secara penuh dengan melalui

keseimbangan yaitu keseimbangan hak dan kewajiban, serta antara

kepentingan privat juga kepentingan publik. Upaya menghormati,

melindungi, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia menjadi kewajiban dan

tanggung jawab bersama baik oleh warga maupun negara. Perlindungan hak

asasi manusia merupakan ciri utama konsep negara hukum, dimana hubungan

secara material dengan tindak penyelenggara negara harus bertumpu pada

aturan hukum sebagai asas legalitas. Konstruksi yang demikian ini

menunjukkan pada hakikatnya semua kebijakan dan sikap tindak penguasa

24 Sri Soemantri, Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia, Alumni, Bandung, 1992,
hlm. 74.

25 Muhammad Alim, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Madinah dan
Undang-Undang Dasar 1945, Yogyakarta: UII Press, 2001, hlm.39.
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bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia.  Maka dari itu sangat

diperlukan peran dari pemerintah atau negara dalam pelaksanaan hak asasi

manusia.

Kepentingan paling mendasar dari setiap warga negara adalah

perlindungan terhadap hak-haknya sebagai manusia. Oleh karena itu, hak

asasi manusia merupakan materi inti dari naskah undang-undang dasar negara

modern. Hak asasi manusia itu seperangkat hak yang melekat pada hakikat

dan keberadaan setiap manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan

merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan

dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintahan, dan setiap orang, demi

kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.26

Telah dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyebutkan bahwa “hak asasi

manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan kebenaran

manusia sebagai makluk Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan anugerah-

Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan wajib dilindungi oleh negara,

hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan

harkat dan martabat manusia”. Dimana hakikat penghormatan dan

perlindungan terhadap hak asasi manusia adalah menjaga keselamatan

manusia secara penuh dengan melalui keseimbangan-keseimbangan yaitu

keseimbangan hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan

privat dan kepentingan publik. Upaya menghormati, melindungi, dan

26 Jimly Asshiddiqie, “konstitusi dan hak asasi manusia” (Bahan disampaikan pada Lecture
Peringatan 10 Tahun KontraS. Jakarta, 26 Maret 2008.), hal.6
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menjunjung tinggi hak asasi manusia menjadi kewajiban dan tanggung jawab

bersama baik oleh warga maupun negara. Dalam rangka menegakkan butir-

butir ketentuan hak asasi tersebut di atas, diatur pula mengenai kewajiban

orang lain untuk menghormati hak asasi orang lain serta tanggung jawab

negara atas tegaknya hak asasi manusia itu, yaitu:

a. Bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk

agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan

kepercayaannya itu.

b. Bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras

dengan perkembangan zaman dan peradaban.

c. Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia

adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

d. Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan

prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi

manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-

undangan.

e. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

f. Dalam menjalankan hak dan kewajibannya, setiap orang wajib tunduk

kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan

maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas

hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil
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sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan

ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Dengan demikian keuntungan dapat diperoleh dari pelaksanaan hak bila

disertai dengan pelaksanaan kewajiban. Hal itu berarti antara hak dan

kewajiban merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam

perwujudannya. Karena itu ketika seseorang menuntut hak juga harus

melakukan kewajiban.27 Hak asasi manusia dalam konteks kebakaran hutan

ini berarti para korban tetap harus dijamin haknya oleh Negara. Hak tersebut

harus bisa diklaim ke penyelenggara negara dan negara harus menjamin

mekanisme agar hak tersebut dapat diklaim, jika tidak dipenuhi oleh negara

dengan memberikan penggantian. Tanpa jaminan HAM, penduduk yang

terkena dampak beresiko besar kehilangan hak untuk hidup aman dari kondisi

seperti sebelumnya.

Terjaminnya perlindungan hak asasi manusia yang telah tercantum di

dalam ideologi negara maupun hukum, karena Indonesia negara yang

berlandaskan hukum sehingga wajib memberikan perlindungan hak asasi

manusia. Terkahir adapun pemenuhan, perlindungan dan penghormatan hak

asasi manusia adalah bentuk tanggung jawab pemerintah untuk memberikan

perlindungan Hak Asasi Manusia warga negara. Adanya perlindungan hak

asasi manusia juga memunculkan mengenai perlindungan hak-hak

konstitusional, adanya kebakaran hutan hal tersebut juga harus dipenuhi oleh

negara.

27 Tim ICCE UIN Jakarta. Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani, Prenada
Media, Jakarta, 2003, hlm. 200.
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2. Konsep Hak Konstitusional

Hak   konstitusional   adalah   hak-hak yang dijamin oleh konstitusi atau

undang-undang dasar, baik jaminan itu dinyatakan secara tegas maupun

tersirat. Karena dicantumkan dalam konstitusi atau undang-undang dasar

maka itu menjadi bagian dari konstitusi atau undang-undang dasar sehingga

seluruh  cabang  kekuasaan Negara wajib  menghormatinya.28 Hak-hak yang

diatur dalam konstitusi merupakan batas yang tidak bisa dilanggar oleh

penyelenggara negara dalam menjalankan kekuasaan negara, baik sebagai

hak warga negara atau hak asasi. Hak Konstitusional (constitutional rights)

dapat diartikan sebagai hak asasi manusia yang telah tercantum dengan tegas

dalam UUD Tahun 1945, sehingga juga telah resmi menjadi hak

konstitusional setiap warga negara. bahwa hak konstitusional itu hak-hak

yang dijamin di dalam dan oleh UUD Tahun 1945. Hak konstitusional

merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin pemenuhan dan

perlindungannya dalam konstitusi negara. “Hak Asasi Manusia (HAM)”

memiliki ruang yang lebih luas dibandingkan dengan istilah “hak

konstitusional”. Hak konstitusional memiliki ruang lingkup sempit yang

hanya berlaku dalam hukum positif suatu negara. Perkembangan hak asasi

manusia di tingkat internasional memberi dorongan bagi pengakuan

keberadaannya di tingkat nasional sebagai hak konstitusional.29

28 Palguna, I Dewa Gede.  (2010). Constitutional question:   Latar   belakang   dan   praktik
di negara lain serta kemungkinan penerapannya di indonesia. Jurnal Hukum, 17(1), hlm. 3.

29 Dewa Gede Palguna, Pengaduan Konstitusional: Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran
Hak-Hak Konstitusional Warga Negara, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, h.131.
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Proteksi konstitusional terhadap HAM hanya dapat berperan penting

jika setiap orang yang memperoleh perlindungan melalui konstitusi dan

peraturan perundang-undangan serta mereka yang melaksanakan

kewenangan berdasarkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan

mempunyai keterikatan atau tanggung jawab dalam berbagai hak asasi

manusia, terutama dalam hak-hak masyarakat Kalimantan Tengah adanya

kebakaran hutan. Hak-hak tertentu yang dapat diklasifikasikan sebagai hak

konstitusional warga negara dalam UUD 1945 adalah :

a. Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, yang menyebutkan bahwa : (1)

Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan

orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai

warga negara. (2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing

yang bertempat tinggal di Indonesia.”

b. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang menyebutkan bahwa : “Segala warga

negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan

wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada

kecualinya”.

c. Pasal 28A UUD 1945, yang menyebutkan bahwa: “Setiap orang berhak

untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.

d. Pasal 28 B ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, yang menyebutkan bahwa: (1)

Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan

melalui perkawinan yang sah. (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan
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hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari

kekerasan dan diskriminasi.

e. Pasal 28D ayat (1) dan ayat (4) yang menyebutkan bahwa: (1) Setiap orang

berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang

adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. (4) Setiap orang berhak

atas status kewarganegaraan.

f. Pasal 28H ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945, yang menyebutkan

bahwa: (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat

tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta

berhak memperoleh pelayanan kesehatan. (2) Setiap orang berhak

mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh

kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan

keadilan. (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan

pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

g. Pasal 28I ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) UUD 1945, yang menyebutkan

bahwa : (2) Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif

atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap

perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. (4) Perlindungan, pemajuan,

penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab

negara, terutama pemerintah. (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak

asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka

pelaksanaan hak asasi manusia dijamin,diatur, dan dituangkan dalam

peraturan perundang-undangan.
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h. Pasal 34 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945, yang menyebutkan

bahwa: (1) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

(2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan

memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan

martabat kemanusiaan. (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan

fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Undang-Undang Dasar tahun 1945 berfungsi untuk menjamin akan

terlindunginya hak-hak konstitusional warga negara dari kesewenangan

pemerintah. Secara garis besar, UUD RI 1945 memuat tentang hak warga

negara dan hak asasi manusia yang pada dasarnya terdiri dari hak sipil,

politik, ekonomi, sosial, dan budaya serta perlindungan terhadap lingkungan

hidup, hak-hak konstitusional warga negara yang menjadi bagian dari

konstitusi sehingga unsur-unsur tersebut wajib dihormati oleh seluruh cabang

kekuasaan. Hak-hak konstitusional diakui dan dihormati sebagai bagian dari

konstitusi yang berfungsi sebagai pembatasan terhadap kekuasaan negara.

Perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara sangat penting

dilakukan, mengingat hak-hak konstitusional merupakan bagian dari

konstitusi.30

Bentuk perlindungan hak konstitusional di Indonesia mencakup hak

sipil, hak politik, hak ekonomi hak sosial budaya dan hak lainnya yang sudah

dijamin oleh konstitusi yang dilakukan dengan 2 mekanisme yaitu melalui

30 Galuh Candra Purnamasari, “Upaya Hakim Terhadap Pelanggaran Hak-Hak
Konstitusional Warga Negara Melalui Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint),
Varitas et Justitia, Vol. 3 (2), Desember 2017, hlm. 248.
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proses pembentukan Undang-undang dan dapat ditempuh melaluigugatan

Pengadilan Tata Negara di Mahkamah Konstitusi. Perbedaannya adalah

memeriksa konstitusionalitas undang-undang apakah sesuai dengan norma

konstitusi termasuk apakah melanggar hak konstitusional. Sementara itu,

dalam aduan konstitusional, pertanyaannya adalah apakah perbuatan atau

kelalaian pejabat publik itu mengakibatkan pelanggaran hak konstitusional.31

Hak konstitusional adalah hak yang dimiliki oleh setiap warga negara

yang sesuai serta dijamin oleh konstitusi yang berlaku di negaranya masing-

masing, hal ini terdapat pada Bab XA UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia

pasal 28A sampai dengan pasal 28I, antara lain memuat hak untuk

mempertahankan hidup dan kehidupannya.32 Penegakan hak-hak

konstitusional merupakan kewajiban semua pihak, termasuk warga negara.

Hak konstitusional tidak hanya mencakup mengenai hak, tetapi terkait pula

mengenai kewajiban, yaitu kewajiban untuk saling menghormati dan

menghargai hak konstitusional orang lain. Yang dimaksud dengan kewajiban

asasi manusia dan warga negara adalah:

a. Kewajiban setiap orang untuk menghormati hak asasi manusia orang lain

dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara seperti

yang tercantum dalam Pasal 28J ayat (1) UUD 1945.

31 Dewa Gede Palguna, Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum
terhadap pelanggaran Hak-hak Konstitusional Warga Negara, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013),
hlm.154-155.

32 Guntur Hamzah, Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Mahkamah
Konstitusional, pusat pendidikan pancasila dan konstitusi mahkamah konstitusi RI, September 2022.
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b. Kewajiban setiap orang dalam menjalankan hak dan kebebasannya untuk

tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang

dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta

penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi

tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama,

keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis,

sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

c. Kewajiban setiap orang dan setiap warga negara untuk membayar pajak

dan pungutan lain yang bersifat memaksa sebagaimana ditentukan dalam

Pasal 23A UUD 1945.

d. Kewajiban setiap warga negara untuk ikut serta dalam upaya pembelaan

negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dan untuk ikut serta

dalam usaha pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 30 ayat (1) UUD 1945.

Hak Konstitusional Warga Negara Republik Indonesia menurut UUD

1945 mempunyai arti yang sangat penting dalam sistem hukum dan

pemerintahan. UUD 1945 mengakui dan menghormati hak asasi setiap

individu manusia yang berada dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Penduduk Indonesia, apakah berstatus sebagai Warga Negara Indonesia atau

bukan diperlakukan sebagai manusia yang memiliki hak dasar yang diakui

universal. Prinsip-prinsip hak asasi manusia itu berlaku pula bagi setiap

individu Warga Negara Indonesia. Bahkan, di samping jaminan hak asasi

manusia itu, setiap Warga Negara Indonesia juga diberikan jaminan hak
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konstitusional dalam UUD 1945. Bab X A Pasal 27, Pasal 28 Undang-

Undang Dasar 1945 memuat berbagai hak asasi manusia, yang dimulai dari

Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J. Hak-hak tersebut tidak dapat dipisahkan

dari diri manusia. Hak-hak tersebut diakui oleh seluruh negara di dunia.

Siapapun yang berada di wilayah hukum negara Republik Indonesia hak-hak

asasi manusia diakui dan dilindungi. Hal ini sudah seharusnya warga negara

di Kalimantan Tengah mendapatkan hak-hak kontitusional juga mendapatkan

perlindungan adanya kejadian kebakaran hutan. Hal tersebut merupakan

suatu konsep mengenai Negara kesejahteraan. Negara Kesejahteraan untuk

mewujudkan kesejahteraan rakyat yang lebih baik, lebih manusiawi dan

bermartabat, dengan peran negara yang aktif untuk mewujudkannya.33

3. Konsep Negara Hukum

Ide negara hukum merupakan gagasan mengenai suatu bentuk negara

ideal yang selalu diidam-idamkan oleh manusia agar diwujudkan dalam

kenyataan, walaupun manusia selalu gagal dalam mewujudkannya. Konsepi

negara hukum berbicara mengenai konsep negara hukkum telah banyak

menghabiskan energi pakar hukum. Karena begitu kompleksnya standarisasi

yang digunakan bagi sebuah negara jika hukum yang menjadi sebuah hukum

instrument untuk menjalankan kekuasaan. Pandangan-pandangan dari pakar

yang berbeda di dunia hukum, yang memulai sejak zaman modern ini belum

mampu menemukan garis merah yang jelas sehingga tokoh-tokoh seperti

33 Jack Donnely, Universal Human Rights in Theory and Practice, Cornell University Press,
Ithaca and London, 2003, hlm. 7-21. Juga Maurice Cranston, What are Human Rights? Taplinger,
New York, 1973, hlm. 70.
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Montesqueiu, John Locke, Rosseau dan sebagainya telah mampu menemukan

teori yang hamper saja mendekati kebenaran sekalipun banyak menuai

berbagai hujatan. Pandangan Montesquieu misalkan tiga cabang kekuasaan

secara tegas merupakan prasyarat bagi indepedenya kekuasaan yudikatif.34

Konsep negara hukum menurut Aristoteles adalah negara yang berdiri

atas hukum yang menjamin keadilan bagi warga negaranya. Keadilan

merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup warga negaranya

sehingga perlu diajarkan rasa kesusilaan kepada setiap manusia agar ia

menjadi warga negara yang baik. Bagi Aristoteles, yang memerintah dalam

negara sebenarnya bukanlah manusia, melainkan pikiran yang adil,

sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan

saja.35

Dari beberapa ciri-ciri serta prinsip negara hukum, salah satu ciri yang

hamper ada disetiap teori yang dikemukakan adalah perlunya kekuasaan

kehakiman atau Lembaga peradilan yang bebas dari intervensi dari cabang

kekuasaan yang lain. Keberadaan kekuasaan kehakiman atau Lembaga

peradilan memang menjadi suatu yang wajib jika suatu negara

mendeklarasikan sebagai negara hukum, karena melalui kekuasaan

kehakiman atau Lembaga peradilanlah, hukum dapat ditegakkan.

34 Fajlurrahman Jurdi, Komisi Yudisial dari legitimasi hingga revatalisasi moral hakim,
Yogyakarta: Kreasi Wacana Yogya, 2007, hlm. 12.

35 Ali Marwan Hsb, Konsep Judicial Review dan Pelembagaan di Berbagai Negara, Jakarta:
Starta Press 2017, hlm. 12.
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4. Konsep Negara Kesejahteraan

Roelof Kranenburg merupakan ahli tata negara pertama yang mencetus

teori Negara Kesejahteraan menyatakan bahwa negara bukan hanya sekedar

memelihara ketertiban hukum tetapi juga aktif mengupayakan kesejahteraan

warganya. Istilah negara kesejahteraan mengacu pada peran yang dimainkan

negara dalam menyediakan berbagai layanan dan manfaat bagi warga negara

dalam pemeliharaan pendapatan dan kesehataan bahkan juga perumahan,

pendidikan dan kegiatan sosial.36 Ide konsep negara kesejahteraan muncul

dari upaya negara dalam mengelola sumber daya yang dimiliki dengan tujuan

untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Kemudian direalisasikan oleh

negara dengan kebijakan pelayanan sosial. Negara kesejahteraan itu negara

yang mengusahakan kesejahteraan rakyat dengan mengatasi kritis ekonomi,

meningkatkan jaminan hidup dengan memberantas pengangguran.37

Faktor yang menyebabkan belum terealisasinya negara kesejahteraan

yaitu, tidak adanya pemenuhan konstitusional dari negara. Konstitusi sebagai

hukum dasar yang utama dan merupakan hasil representative kehendak

seluruh rakyat, haruslah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh disetiap

kehidupan berbangsa dan bernegara. Karenanya negara merupakan organisasi

tertinggi diantara satu kelompok atau beberapa kelompok masyarakat yang

36 Laurensius Arliman S, Ilmu Perundang-undangan yang baik untuk Bangsa Indonesia.
Deepublish. Yogyakarta. 2016.

37 Save M. dagun, kamus besar ilmu pengetahuan, (Jakarta: LKPN, 2000), hlm. 708.
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mempunyai cita-cita untuk bersatu hidup didalam daerah tertentu dan

mempunyai pemerintah yang berdaulat.38

Adanya negara kesejahteraan itu menuai banyak kritik salah satunya

dari pendapat Clause Offe (some contradiction of welfare state), salah

seorang sosiologi terkemuka dari Jerman, menuturkan bahwa kritik terhadap

welfare state, dari kubu konservatif, pada pendapatnya.39 Disisi lain Offe,40

menjelaskan juga bahwa terdapat kritik yang tajam lagi dari kubu sosialis,

yaitu pertama welfare state dipandang sebagai sistem dan kelembagaan yang

tidak efisien dan tidak efektif atau dianggap terlalu sedikit juga lambat dalam

menata dan memperbaiki ketimpangan sosial dan ekonomi yang ada, kedua

(represif), dalam arti ini bahwa para warga negara penerima manfaat

(berbagai tunjangan) sering kali wajib mengikuti syarat-syarat dan prosedur

memperoleh tunjangan-tunjangan dan karena itu berhadapan dengan sistem

birokrasi, dan ketiga menciptakan pemahaman yang keliru tentang kenyataan

sosial dan politik dari kelas pekerja, bahwa seakan-akan ada dua dunia yaitu

dunia kerja dan dunia hak. Padahal kedua hal tersebut tidak dipisahkan, serta

pertumbuhan ekonomi sendiri dapat diubah oleh mereka. Adanya perdebatan

tentang konsep welfare state yang mengandung banyak kontroversi, dan

38 Moh. Mahfud MD, Dasar dan Struktur Ketatanegraan Indonesia (Edisi Revisi) Renaka
Cipta, Jakarta, hlm. 64.

39 Clause Offe, Some Contradiction Of The Modern Warfare State, dalam Christoper Pierson
dan Francis G. Castels, 2000, The Welfare State Reader, Polity Press, Cambridge,hlm. 67-76.

40 ibid.
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terjadi perdebatan yang terus-menerus, sebenarnya tidak lepas dari mengenai

seberapa jauh tanggung jawab pemerintah terhadap kesejahteraan.41

Negara kesejahteraan sering ditengarai kebijakan sosial yang bisa

diterapkan tanpa adanya negara kesejahteraan, akan tetapi sebaliknya negara

kesejahteraan selalu membutuhkan kebijakan sosial untuk mendukung

keberadaannya.42 Keberadaannya tidak bisa dengan sederhana diukur melalui

besaran pengeluaran sosial oleh negara karena negara kesejahteraan upaya

negara untuk menggunakan kebijakan sosial sebagai alat untuk

mendefinisikan relasinya terhadap warga. Seperti halnya yang diungkapkan

oleh Marshall, “istilah negara kesejahteraan merujuk pada suatu komitmen

politik yang baru, penelitian ulang kontrak sosial antara negara dan warga

negaranya, yang melibatkan pengakuan terhadap hak sosial seluruh warga

dan merefleksikan suatu tekad untuk menjembatani kesenjangan kelas sosial

yang ada.”43

Peranan negara yang dahulunya dirasakan terbatas pada penjagaan

ketertiban semata, diupayakan untuk diperluas dengan memberikan

kewenangan yang lebih besar pada negara untuk mengatur perekonomian

masyarakat.44 Konsep negara kesejahteraan lahir atas dasar pemikiran untuk

melakukan pengawasan yang ketat terhadap penyelenggaraan kekuasaan

41 Howard J Wiarda, European Politics in the Agr of Globalization, Harcourt College
Publisher, Philadelphia, lihat juga Sopiana Widiastutie, Profil Negara Eropa Negara-negara Nordic
(the Nordic Countries), 2006, hlm. 167-168.

42 Darmawan Triwibowo dan Sugeng Bahagijo, Mimpi negara kesejahteraan, (Jakarta:
LP3ES, 2006), hlm. 8.

43 Esping Anderson, Social Foundation for postindustrial Economies, hlm. 10-11.
44Aminuddin Ilmar, Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN, Kencana, Jakarta,

2012, hlm. 15.
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negara, khususnya eksekutif yang pada masa monarki absolut telah terbukti

banyak melakukan penyalahgunaan kekuasaan.45 Konsep kesejahteraan dapat

dirumuskan sebagai padanan makna dari konsep martabat manusia yang

dapat dilihat dari empat indikator yaitu

a. Rasa Aman (security), rasa aman adalah suatu keadaan telah terpenuhinya

kebutuhan dasar manusia.

b. Kebebasan (freedom), Negara menganggap bahwa intervensi yang

dilakukan adalah hak alamiah, karena memiliki alat kekuasaan yang dapat

digunakan untuk menjamin dan menyiapkan kedamaian di antara anggota

masyarakat.46

c. Keadilan (justice), secara bahasa adil adalah sama.

d. Jati diri (identity), suatu individu mendapatkan pengakuan secara hukum

dari negara dan lingkungan masyarakat.

Konsep negara kesejahteraan menjadi landasan kedudukan fungsi

pemerintah dalam negara modern. Negara justru perlu dan bahkan harus

melakukan intervensi dalam berbagai masalah sosial dan ekonomi untuk

menjamin terciptanya kesejahteraan bersama dalam masyarakat.47 Paham

negara hukum kesejahteraan sering juga disebut sebagai negara hukum

modern dalam arti material. Bagir Manan mengatakan bahwasanya konsep

negara hukum kesejahteraan itu negara atau pemerintah tidak semata-mata

45 Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M. Hum, Hukum Administrasi Negara, Jakarta : Sinar
Grafika 2018, hlm. 1.

46 Muhammad Saleh Tajuddin, Bangunan Filsafat Politik Tentang civil Society dalam
Pemikiran Thomas Hobbes, Jurnal Diskursus Islam 1 No 1 (2013), hlm. 156-166.

47 Jazim Hamidi, Teori dan Politik Hukum Tata Negara, Yogyakarta: Total Media, 2009,
hlm. 309.
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sebagai keamanan maupun ketertiban masyarakat, tetapi pemukul utama

tanggung jawab mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum, serta

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.48 Kesejahteraan secara spiritual

tidaklah diperhatikan sama sekali atau tidak termasuk dalam doktrin negara

kesejahteraan yang membawa pada ketenangan, kebahagiaan hidup, serta

kedamaian.49 Berdasarkan tanggung jawab yang dimiliki oleh negara

kesejahteraan (welfare state) dan negara demokrasi, kesejahteraan rakyat

merupakan tujuan utama.50 Tanggung jawab merupakan suatu keadaan wajib

menanggung, memikul tanggung jawab, menanggung segala sesuatunya, atau

memberikan jawab dan menanggung akibat dari tanggung jawab tersebut.

Tanggung jawab selalu berkisar pada kesadaran untuk melakukan, kesediaan

untuk melakukan, dan kemampuan untuk melakukan sesuatu.51

Teori Negara Kesejahteraan berfokus pada pelaksanaan sistem jaminan

sosial yang diselenggarakan untuk umum, yang mencerminkan hak-hak sipil

di satu sisi dan kewajiban negara di sisi lain. Negara kesejahteraan

menargetkan orang tua dan anak- anak, pria dan wanita, kaya dan miskin

dengan cara terbaik. Ini bertujuan untuk menghubungkan sistem hukum dan

mengatur jaringan layanan yang dapat memelihara dan meningkatkan

kesejahteraan warga secara adil dan berkelanjutan.52 Inilah realisasi dari

48 Bagir Manan, 1996, Politik Perundang-undangan dalam Rangka Mengantisipasi
Liberalisme Perekonomian, FH UNLA, Bandar Lampung, hlm. 9.

49 Ariza Fuadi, Negara Kesejahteraan (welfare state) dalam Pandangan Islam dan
Kapitalisme, jurnal Ekonomi Syariah Undip Semarang, vol. V, No. 1 Juni 2015, hlm. 26.

50 Darmawan T dan Sugeng B, Memahami Negara Kesejahteraan: Beberapa Catatan Bagi
Indoneia, Jurnal Politika Jakarta 2006.

51 Supartono, Ilmu Budaya Dasar, Ghalia Indonesia Bogor, hlm 145
52 Moh. Mahfud MD, Dasar dan Struktur Ketatanegaraan di Indonesia, (Jakarta: Renaka

Cipta, 2001), hlm 65.
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tujuan konsep negara kesejahteraan, yaitu untuk mencapai keberhasilan

bangsa dengan berpartisipasi langsung dalam kehidupan masyarakat.53

Dalam kaitannya dengan negara kesejahteraan, negara memiliki peran yang

sangat penting dalam mewujudkan kesejahteraan rakyatnya, bahkan suatu

masyarakat dapat atau tidak memperoleh kesejahteraan tergantung pada peran

negara dalam melaksanakan kesejahteraan. Jaminan sosial merupakan hak

kontitusional yang dimiliki oleh warga negara yang harus di penuhi oleh

negara. Indonesia memenuhi amanat konstitusi terkait adanya jaminan sosial

warga negara. Adanya jaminan sosial juga merupakan ciri dari negara

kesejahteraan. Berbicara mengenai negara kesejahteraan, akan selalu terkait

dengan adanya jaminan sosial bagi warga negaranya. Kesejahteraan

merupakan hak mutlak dan yang paling asasi yang harus dimiliki oleh warga

negara.54

Predikat negara sebagai suatu negara kesejahteraan (welfare state)

bukanlah berarti bahwa negaralah satu-satunya dibebani untuk mewujudkan

kesejahteraan seluruh rakyat. Sekalipun demikian, tidak dapat disangkal

bahwa apabila kontribusi berbagai kelompok di masyarakat tidak memadai

atau bahkan mungkin sangat kecil, maka pemerintahlah yang bertanggung

jawab untuk mewujudkannya.55 Dengan demikian, pemenuhan kewajiban

sosial yang melekat pada negara yang berpredikat sebagai negara

53 Soehino, Asas-Asas Hukum Tata Negara, (Yogyakarta: Liberty, Yogyakarta, 2000), hlm
196.

54 Lutfi J. Kurniawan, Negara Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial, Instrans Publishing,
Malang, 2015, hlm. 10.

55 Marilang, “Nilai Keadilan Sosial Dalam Pertambangan”, Disetasi, Makassar: Program
Pascasarjana UNHAS, 2010, hlm. 138.
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kesejahteraan (welfare state), juga melekat pada setiap kelompok organisasi

yang ada di dalamnya seperti antara lain kelompok-kelompok pengusaha,

terkhusus bagi perusahaan sawit ataupun perusahaan yang dekat sekitar area

kebakaran hutan.

Adanya kebakaran hutan membuat masyarakat lokal mengenai jaminan

sosialnya terancam. Pada pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat

tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak

memperoleh pelayanan kesehatan.” Hal ini negara mempunyai kewajiban

memberikan jaminan bagi setiap warga negara Indonesia untuk mendapatkan

lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian dari bentuk hak

konstitusional.

F. Penelitian Yang Relevan

Penelitian terdahulu ini dilakukan untuk mengetahui seberapa banyak

penelitian yang secara khusus dan umum memiliki kaitan dengan judul yang

akan diteliti. Beberapa judul yang berkaitan dengan pembahasan yaitu, yang

pertama, Mamur Rizki. 2017. Dalam skripsinya dengan judul “Konsepsi Negara

Kesejahteraan Dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”. Metode

pendekatan dalam skripsi tersebut menggunakan pendekatan kualitatif. Dari

hasil data yang didapatkan pokok negara kesejahteraan lalu Undang-undang

Dasar 1945. Persamaan dengan Penelitian skripsi ini merupakan studi tentang

konsepsi negara kesejahteraan yang ada di Indonesia yang dilihat dalam

pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan dasar hukum yang tertuang
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dalam pasal 27 ayat 2, pasal 28H, pasal 33, pasal 34. Sedangkan perbedaannya

yaitu Pada penelitian ini memfokuskan tentang negara kesejahteraan yang ada

di Indonesia saja. Sedang penelitian yang dilakukan ini membahas tanggung

jawab yang dilakukan negara mengenai kebakaran hutan untuk mewujudkan

negara hukum kesejahteraan.

Kedua, Sutia Fadli, dkk. 2019. Pada jurnalnya “Tanggung Jawab Negara

terhadap Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia ditinjau dari perspektif

Hukum Internasional”. Menggunakan pendekatan peundang-undangan juga

pendekatan konseptual. Persamaan dalam penelitian yaitu sama-sama

berkesimpulan bahwa belum efektifnya pertanggung jawaban negara Indonesia

terhadap kebakaran hutan, yang mengakibatkan pencemaran asap, sedangkan

untuk perbedaannya penelitian tersebut membahas mengenai kebakaran hutan

ditinjau dari hukum internasional, dengan penyelesaian melalui pengadilan

internasional. Ada juga penyelesaian diluar pengadilan yaitu dengan negosiasi,

mediasi.

Ketiga, Syafi’ul Anam, dkk. 2020. Jurnalnya yang berjudul, “Tanggung

Jawab Negara Terhadap Kebakaran Hutan dan Lahan dalam Perspektif Hukum

Nasional dan Islam”, menggunakan metode yuridis normatif. Persamaan dalam

penelitian yakni negara itu berkewajiban untuk memberikan perlindungan bagi

setiap warga negara untuk mendapatkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat

yang merupakan bagian dari hak asasi manusia, sedangkan untuk perbedaannya

penelitian tersebut lebih memfokuskan pada perspektif hukum islam, sesuai
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dengan kaidah-kaidah fiqih, dalil-dalil Al-Quran, hadist serta keteladanan dari

sahabat Umar bin Khatab selaku amirul mukminin.

Keempat, Hery Frimansyah, dkk. 2022. “Pertanggung jawaban Korporasi

dalam Tindak Pidana Kebakaran Hutan di Kalimantan Barat”, menggunakan

pendekatan normative-empiris, persamaan dalam penelitian yaitu berkesimpulan

dalam sama-sama adanya pembakaran hutan yang dilakukan oleh korporasi, dan

hal ini tidakbisa dibiarkan untuk terus dibakar demi kepentingan korporasi.

Sedangkan untuk perbedaannya pada penelitian tersebut memfokuskan pada

tindak pidana yang dilakukan terhadap pelaku korporasi serta bentuk-bentuk

pidana. Kemudian dibawah ini terdapat penjelasan lebih detail untuk

memudahkan, antara lain:

Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

Nama/Judul Persamaan Perbedaan
Mamur Rizki/
Konsepsi Negara
Kesejahteraan Dalam
Pancasila dan
Undang-Undang
Dasar 1945 (2017)

Penelitian skripsi ini merupakan
studi tentang konsepsi negara
kesejahteraan yang ada di
Indonesia yang dilihat dalam
pancasila dan Undang-Undang
Dasar 1945. Dengan dasar
hukum yang tertuang dalam pasal
27 ayat 2, pasal 28H, pasal 33,
pasal 34.56

Pada penelitian ini
memfokuskan tentang negara
kesejahteraan ada di Indonesia
saja. Sedang penelitian yang
dilakukan ini membahas
tanggung jawab dilakukan
negara mengenai kebakaran
hutan untuk mewujudkan
negara hukum kesejahteraan.

Sutia Fadli, dkk/
Tanggung Jawab
Negara terhadap
Kebakaran Hutan
Indonesia ditinjau dari
perspektif Hukum
Internasional (2019)

Dalam penelitian ini
berkesimpulan bahwa belum
efektifnya pertanggung jawaban
negara Indonesia terhadap
kebakaran hutan, yang
mengakibatkan pencemaran
asap.57

Penelitian ini membahas
mengenai kebakaran hutan
ditinjau hukum internasional,
penyelesaian lewat pengadilan
internasional. Dan ada juga
penyelesaian diluar pengadilan

56 Mazmur Rizki, Konsepsi Negara Kesejahteraan dalam Pancasila dan Undang-Undang
Dasar 1945, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017), hlm. 86-87.

57Sutia Fadli, dkk, Tanggung Jawab Negara Terhadap Kebakaran Hutan di Indonesia
ditinjau dari Perspektif Hukum Internasional, vol. 7, no. 2, jurnal Fakultas Hukum Universitas
Malikussaleh, 2019, hlm. 74
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yaitu dengan negosiasi,
mediasi, dsb.

Syafi’ul Anam, dkk/
Tanggung Jawab
Negara Terhadap
Kebakaran Hutan di
Perspektif Hukum
Nasional dan Islam
(2020)

Hasil dari penelitian ini negara
itu berkewajiban untuk
memberikan perlindungan bagi
setiap warga negara untuk
mendapatkan lingkungan hidup
yang bersih dan sehat yang
merupakan bagian dari HAM.58

Penelitian ini memfokuskan
pada perspektif hukum islam,
sesuai dengan kaidah-kaidah
fiqih, dalil-dalil Al-Quran,
hadist serta keteladanan dari
sahabat Umar bin Khatab
selaku amirul mukminin.

Hery Frimansyah, dkk/
Pertanggung jawaban
Korporasi Tindak
Pidana Kebakaran
Hutan di Kalimantan
Barat (2022)

Kesimpulan dalam penelitian
yaitu sama-sama pembakaran
hutan yang dilakukan oleh
korporasi, dan hal ini tidakbisa
dibiarkan untuk terus dibakar
demi kepentingan korporasi.

Pada penelitian ini
memfokuskan tindak pidana
yang dilakukan terhadap pelaku
korporasi serta bentuk pidana
yang efektif untuk pelaku
tindak pidana korporasinya.

Pembaharuan yang akan diteliti oleh peneliti adalah memfokuskan pada

perwujudan negara hukum kesejahteraan dengan adanya peristiwa kebakaran

hutan, disini yang diambil yaitu Provinsi Kalimantan Tengah.

G. Metode Penelitian

Metode yaitu suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu, yang

mempunyai langkah-langkah sistematis.59 Dalam penelitian ini metode yang

akan digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian

yuridis normatif merupakan penelitian hukum dengan mengarah pada gejala

hukumnya yang bersifat normatif serta lebih banyak bersumber dalam

58 Syafi’ul Anam, dkk, Tanggung Jawab Negara Terhadap Kebakaran Hutan dan Lahan
dalam Perspektif Hukum Nasional dan Islam, vol. 19, no. 1, jurnal Ilmiah Syariah, 2020, hlm. 121.

59 Husaini Usman dkk, Metodologi Penelitian Sosial, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), hlm.
42.
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pengumpulan data.60 Penelitian ini dilaksanakan dengan menggali informasi

mengenai kebakaran hutan di Kalimantan Tengah, itu yang akan menjadi

orientasi dalam penelitian serta pada pengumpulan data serta kepustakan

yang akan lebih digunakan.61 Dalam penelitian ini diharapkan penggunaan

data-data yang didapatkan dari penelitian yuridis normatif ini didapatkan

lebih komplit dan mendalam supaya dapat mencapai dari tujuan adanya

penelitian.

Berdasar pada permasalahan penelitian ini, maka penelitian ini

dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) serta

pendekatan konseptual (concept approach). Melalui kedua pendekatan

tersebut sudah sama dengan permasalahan dalam penelitian ini, dimana dalam

pendekatan konseptual dimaksudkan untuk menganalisa bahan hukum

sehingga dapat diketahui makna apa yang terkandung dalam istilah-istilah

hukum.62 Sedangkan pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan

mengupas sebuah peraturan dengan pembahasan terhadap isu hukum yang

akan diteliti yang tidak lepas dari dasar hukum yang sudah ada.63

60 Johni Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Normatif, (Surabaya: Bayu Media), hlm.
41.

61 Ibid. hlm. 145-146.
62 Hajar M, Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh (Pekanbaru: Suska

Riau, 2015), hlm. 41.
63 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (NTB : Mataram University Press, 2020), hlm. 56.
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2. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer meliputi bahan-bahan hukum berupa satu

susunan suatu peraturan perundang-undangan, yang memiliki kaitan satu

sama lain, diantaranya yaitu menggunakan :

1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan

alinea IV, tentang hak warga negara untuk mendapat kesejahteraan dan

tanggung jawab Negara. Pasal 27 ayat (1) dan (2), pasal 28C dan pasal

28H, pasal 33 dan 34 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun

1945.64

2) Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM

3) Undang-undang No. 40 tahun 2004 tentang Jaminan Sosial.

4) Undang-undang Nomor 24 tahun 2011 tentan badan penyelenggara

jaminan sosial.

5) Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan

pemberantasan perusakan hutan.

6) Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang PPLH.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah semua publikasi tentang hukum

yang merupakan dokumen yang tidak resmi.65 Terdiri atas bahan hukum

pendukung yang berupa karya ilmiah, jurnal, yang ditulis oleh ahli maupun

64 M. Dawam Rahardjo, Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Di Era Globalisasi, hlm. 1.
65 H. Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 54.
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pakar hukum dengan berkesinambungan pada permasalahan yang akan

diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam sebuah penelitian tentunya terdapat sebuah data yang

mempunyai fungsi sebagai sumber informasi yang sangat dibutuhkan.

Adapun teknik yang dilakukan yaitu melalui studi dokumentasi dengan

proses inventarisir peraturan perundang-undangan, dan mengkategorikan

peraturan perundang-undangan. Dengan teknik inilah dapat diartikan bahwa

peneliti harus bisa menemukan informasi sebagai data yang dapat ditemukan

dalam berkas-berkas yang dapat mendukung pembahasan penelitian ini.66

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Data tersebut kemudian diklasifikasi sesuai dengan judul yang akan

dibahas oleh peneliti. Lalu selanjutnya melakukan analisis menggunakan

Preskriptif-analitis. Analisis ini menggabungkan wawasan dari semua

analisis, merupakan solusi karena memberikan kemampuan untuk

menganalisis sejumlah banyak data mengenai kebakaran hutan di Kalimantan

Tengah.

H. Sistematika Penelitian

Hasil dari penelitian ini terbagi dalam lima bab yang memiliki tujuan untuk

mempermudah membaca dan memahami arah dan tujuan dari penelitian ini,

peneliti akan terlebih dahulu memaparkan tahap-tahap dari penelitiannya, yang

mana diantaranya sebagai berikut :

66 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, Andi Offset, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas
Psikologi Universitas Gajah Mada, 1978), hlm. 3.
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Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori,

metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab Kedua, membahas mengenai kerangka teori yang berisi teori-teori.

Meliputi tentang tinjauan umum tentang negara hukum kesejahteraan, hak asasi

manusia.

Bab Ketiga, berisi uraian tentang alasan negara mengabaikan terjadinya

kebakaran hutan di Kalimantan Tengah dan latar belakang mengenai

kesejahteraan masyarakat lokal setelah terjadi kebakaran hutan.

Bab Keempat, hasil penelitian yang berisi tentang analisis tentang akibat

hukum dari adanya penerapan negara hukum kesejahteraan dalam kasus

kebakaran hutan di Kalimantan Tengah serta tanggung jawab terhadap

kebakaran hutan di Kalimantan Tengah.

Bab Kelima, merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan

saran-saran dari hasil penelitian yang dibahas pada bab sebelumnya. Dalam bab

ini berfungsi memberikan inti dari uraian yang dipaparkan.
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BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Implementasi tanggung jawab negara dalam menangani kebakaran hutan

di Kalimantan Tengah yaitu pemerintah telah melanggar hak asasi manusia serta

pelaksanaan tanggung jawab dari pemerintah dalam menangani kebakaran hutan

kurang maksimal dan tidak menyeluruh dari apa yang harus dilakukan, seperti

pada kelalaian pemerintah terkait dalam menjalankan fungsi dan tugasnya untuk

melakukan tindakan pengendalian, pencegahan dan penanggulangan secara

serius, hal tersebut membuat tidak terpenuhinya hak konstitusional masyarakat

Kalimantan Tengah.

Implikasi kebakaran hutan ini secara hukum yaitu: (a) masyarakat

Kalimantan Tengah sangat sulit mendapatkan hak rasa aman, dimana selalu

mengancam rasa takut masyarakat. (b) mengakibatkan kerugian di bidang

Kesehatan dan lingkungan. (c) berakibat tidak mendapatkan hak untuk

memperoleh fasilitas dan jaminan sosial yang layak sebagaimana yang tertuang

dalam pasal 34 ayat 3 UUD NRI Tahun 1945. (d) kelalaian pemerintah dalam

pemenuhan perlindungan bagi masyarakat yang menyebabkan hidup masyarakat

tidak layak.
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B. Saran

Seharusnya kelalaian pelaksanaan tanggung jawab pemerintah dengan

adanya kebakaran hutan ini yang perlu ditindaklanjuti. Pemerintah hanya

memberikan pencegahan kebakaran hutan dengan tidak maksimal, tanpa adanya

memberikan hak untuk hidup di lingkungan yang bersih juga harus mengatasi

permasalahan kebakaran hutan yang berdampak buruk bagi kelangsungan hidup

masyarakat maupun makhluk hidup lainnya. Tidak hanya itu saja perlunya

pembenahan terhadap peraturan perundang-undangan terkait penanganan asap

kebakaran hutan sehingga berimbas pada konsep penanganan yang terencana,

sistematis, dan terpadu serta berorientasi pada pemenuhan hak atas kesehatan

masyarakat

Pemerintah seharusnya segera menyusun langkah perlindungan hak-hak

kontitusional bagi masyarakat Kalimantan Tengah. Seharusnya untuk

menegakkan serta melindungi hak-hak warga negara maka harus dengan cara

dijamin, diatur, dan dituangkan dalam lembaran negara agar menjadi peraturan

perundang-undangan. Agar implikasi hukum tidak terjadi lagi pada masyarakat

serta masyarakat agar lebih hidup sejahtera. Kemudian agar para ulama, para

ustadz juga ustadzah serta sarjana agama untuk menyebarluaskan ajaran tentang

pelestarian lingkungan dalam Islam untuk membangun budaya hukum dan

kesadaran lingkungan yang baik.
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